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ABSTRAK

Ridho Oktofan. 201710115131. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar Ditinjau Dari Prespektif Otonomi Daerah

Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) ditetapkan sebagai
bencana non alam dan sebagai bencana Nasional di Indonesia melalui Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 , setelah itu Pemerintah
membuat kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai upaya
dari penanggulangan terhadap bencana yang menimpa Indonesia , melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan
Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar jika dilihat dalam prespektif Otonomi Daerah. Selain itu , penelitian ini juga
untuk mengetahui bagaimana relasi pemerintah dan pusat dalam mengatasi
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam upaya penanggulangan Covid 19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis —Normatif yang
melalui pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan
hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa
konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan hukum, doktrin hukum dan
sistem hukum yang berkaitan. Penelitian ini menitik beratkan pada diperolehnya
keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang sedang
diteliti. Dengan kata lain pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pendekatan
kepustakaan karena dalam penelitian ini penulis harus mempelajari buku-buku,
peraturan perundang- undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan
penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam
melakukan penetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang harus
melalui izin dari Menteri Kesehatan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi
dalam pengajuannya,lalu melihat mengenai relasi pusat dan daerah dalam
mencegah penularan virus ini melalui Menteri dalam Negri.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, PSBB, Relasi Pusat dan daerah
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ABSTRACT

Ridho Oktofan. 201710115131. Authority Of Local Governments In Government
Regulation Number 21 Year 2020 Concerning Large-Scale Social Restrictions
From Regional Autonomy Perspective.

The Covid-19 pandemic (Corona Virus Disease-2019) was defined as a
non-natural disaster and as a National disaster in Indonesia through Presidential
Decree No. 12/2020, afterwards the Government made a policy regarding Large-
Scale Social Restrictions as an effort to overcome the disaster that befell
Indonesia through the Government Regulation Number 21 of 2020 regarding
Large-Scale Social Restrictions. This study aims to know how the position of the
local government in determining Large-Scale Social Restrictions when it is
viewed from the perspective of regional autonomy. In addition, this research is
also to find out how the government and central relations in overcoming Large-
Scale Social Restrictions in the effort to cope with Covid-19.

The method used in this research is Juridical — Normative through a
problem approach the by seeing, analyzing and interpreting theoretical matters
concerning legal principles in the form of conceptions, statutory regulations, legal
views, legal doctrine and related legal systems. This research focuses on
obtaining information in the form of legal texts relating to the object studied. In
other words, this approach can be said to be a literature approach because in this
study, the researcher must study books, laws and regulations and other documents
related to the research.

The results of this study indicate the authority of the Regional Government
in determining the policy of Large-Scale Social Restrictions which must go
through a permit from the Minister of Health with several conditions that must be
met in the submission, then look at the relationship between the center and the
regions in preventing the transmission of this virus through the Minister of Home
Affairs.

Keywords: Central and Regional Relations, PSBB, Regional Government
Authority
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